BUPATI CIANIUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

balmwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7], Pasal 7
ayat {3), Pasal 31 ayat (5], Pasal 3b ayat {3), Pasal 329 ayal (3),
Pasal 90 ayat (8], Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 98 ayat {6}
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023,
perha  menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajgk PBumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Pajalk Reklame, dan Pajric Air Tanah;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tzhun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan
Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Dalam Linglungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah {Lembaran Negara  Repuoblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 t(tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



Menetapkan :

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tabun 2023 tentang
Ketentuan Umum Papk Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
688l);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nemor 17 Tahun 2023
tentang Pajk Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,
PAJJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasat 1

Dalam Peraturan Bupati vu yvang dimaksud dengan:

1.

2

Dacrah Kabupaten, yang selanjuinya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah Xabupaten, yvang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintaban daerah  yang memirnpin
pelaksanaan urusan pemenntahan dacrah yvang memimpin
pelaksanaan LITLUSHT pemerintahan yang —menjadi
kewarganegaraan daerah atonom.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, sclanjutnya discbut
Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Cian jur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di hidang
perpajakan daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Papk adalah
konstribusl wajb kepada daerah yang terutang oleh pribadi
atau badan vang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nomor Pokok Wajb Pajak Daerah, wvang selanjtinya
disingkat NPFWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam adminisirasi perpajakan
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dini atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
mernenuhi kewajiban perpajakan daerah.
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Nomor Objek Pajak Daerah, vang selanjatnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi
perpajekan daerah dengan Retentuan tertentu.

Tanda Daftar Objek Pajak adalah tanda terimma pendaftaran objek pajk

yang diberikan kepada wajb pajak, yvang memuat identitas objk Pajal,
nomor pelayanan, nomor pendaftaran dan/atau jenis penomoran iam vang
dipersamakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi danfatau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badamn.

Pajak Reklame adalah pajak alas penyelenggaraan reklame.

Pajak Air Tanah vang selanjutnya disingkat PAT adalah pajk atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman,

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas perrnukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjuinya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang dipercleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajr dan
bilamana tdak terdapat transalesd jual beli NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lin yang sejenis atau nilai perolchan
baru atau NJOP pengganti.

Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Cianjur, vang selanjutnya disebut ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragarmnya dirancang untuk tujuan  komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, ataz menarik perhatian umum terhadap
sesuatin.

Nilai Jua} Objek Pajak Reklame, yvang selanjutnya disingkat NJOPR adalah
nilai yang dihitung dari biava yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau
penyelenggara reklame, mencakup biaya pembelian bahan, konstruksi,
instalasi listrik, perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,
pengecatan, pemasangarn, transportasi penganglkutan, pemebharaan dan
bizya lainnya sampai dengan bangunan Relklame selesai dan terpasang
ditempat yang telah diizinkan.

Nilai Stratcgis Pemasangan Rekiame, yang selanjutnya disingkat NSPR
adalah ukuran milai yang ditetapkan pada titlk lokasi pemasangan
Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk
berbagai aspek. faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame
faktor jenis, bahan vang digunakan, Iokasi penempatan, waktu
penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
reklame.

Reklame Megatron, Videotron adalah reklame yang menggunakan layar
monitor berupa program Reklame atau ikian bersinar dengan gambar dan
alau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
difungsikan dengan tenaga listrik.

Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau dibawah
permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

Sumber air adalah tempat atau wadah ar alimi danfatau buatan yang
terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah
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Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dan
sumbernya dan tclah siap dimanfaatkan.

Izin Pengusahaan Air Tanah, vang sclanjutnya disingkat IPAT adalah izin
untuk memperoleh danfatau mengambil sumber daya air tanah untuk
melakukan kegiatan usaha,

Nilai Perolehan Air Tanah, vang selanjutnya disingkat NPA adalah harga
Ar Tanah yang akan dikenai pajak Ar Tanah, besarnya sama dengan
Harga Air Baloa dikalikan Bobot Air Tanah.

Harga Air Bakn, wvang selanjutnya disi ngkat HAB adalah aya yang
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber
daya Ar Tanah.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur preduksi ditambah biaya
operasional selama umur produks: dalam rupiah.

Volume Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Velume
Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang
diambil dari sumur gali, sutnur pasak, atau samur bor.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar paiak,
pemotong pajak dan pemungut pajpk vang mempunyai hak dan kewajban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Subick Pajk adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

Syarat Subjektif adalah persyaratan yang sesual dengan ketentuan

mengenal subjek Pajak dalam ketentuwan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Syarat Objektif adalah persyaratan vang sesual dengan ketentuan
mengenai objek Pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
parpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan
¥Kesatuan, bailk yang melakukan usaha maupun yang tideak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organsasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang secjenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (saty) tahun kalender.

Pajak vang terutang adalah pajk vang hamis dibavar pada suatu saat
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan @Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wapb Papk untuk melaporkan data
subjek dan cbjek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat vang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBEB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak
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Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
sural ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak
yang terutang.

Burat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetcran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yvang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagthan Papk Daerah, yang selanjuinya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administratif
berupa bunga danfatau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan fulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeli ruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peratiran perundang-undangan perpajakan
daerah vang terdapat dalam SPPT, 3KPD, S5TPD, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atan pemungutan cieh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajb Pajak atai:
penanggung pajpk terhadap suatu keputusan yang dapat  diapukan

banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
beriaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajgk atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemunputan adalah suatu rangkaian kegiatan mula: dari penghimpunan
data cbjk dan subik pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajpk kepada Wajib Pajpk sata pengawasan
penyetorannya.

Pengurangan terhadap sanksi administratil atau ketetapan PBB, yvang
selanjutnya disebut Pengurangan adalah permohonan pengurangan vang
diajukan oleh Wajb Papk terhadap sanksi administratif atau ketetapan
PBE vang dapat diberikan karena kondisi tertentu cbjek PBBE yang ads
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya atau dalam hal objelt pajpk terkena bencana alkm atau sebab kin
yang luar biasa.

Pembebasan terhadap sanksi administratif atau Ketetapan Papk Daerah,
yvang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pengurangan sebesar 100%
{seratus persen] yang diberikan secara otomatis melalni Sistern Infermasi
Pajpk Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakua.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan cleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti ita membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah wyang terjadi serta menemukan
térsangkanya.

Pendataan adalah Kkegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data Objek Pajak danfatau Wajib Pajak termasuk

informasi geografis Objek Pajk untuk keperluan administrasi perpajakan,

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wuntuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen kin vang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan S5PD.
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Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut
Penilaian PHB-P2 adalah kegiatan untuk menentiukan NJOP vang akan
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan
perbandingan harga, pendekatan biaya, danfatau pendekatan kapitalisas)
pendapatan.

Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda, diberi tugas, wewenang,
tanggung jawab, dan memitliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian
PBB-P2,

Nlai Indikasi Rata-Rata, yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar
rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB
adalah adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
bangunan berdasarkan pendekatan biaya, yang terdiri dari biaya
komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya
komponen f{asilitas bangunan.

Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan
berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

Penilaian Massal adalah penilaian vang sistematis untuk scjumlah objck
pajpk yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan
menggunakan suatu prosedur standar penitaian  dengan baniuan
komputer (Computer Assisted Valuation {CAV)/ Computer Assisted for Mass
Appraisal{CAMAY dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang
terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan DBKB.

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajk kriteria
tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik Objek Pajak
yang disusun dalam laporan penilaian. Pelaksanaan pendataan dilakukan
dengan menggunakan SPOP dan Lampiran SPOP, sedangkan untuk data-
data tambahan dengan menggnnakan LKOK ataupun dengan lembar
catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan
penilaian masing-masing objek pajak. Proses penghitungan nilai
dilaksanakan dengan menggunakan formulir penilaian objk khusus atau
dengan lembaran khusus untuk objek-objek lertentu.

Pemetaan Objek Pajak, vang selanjutnya disebut Pemetaan adalah
kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan
menatausahakan, data Objgek Pajak dan/atau Subjck Pajk atan Wajib
Pajak untuk menghasikan informasi geografis terkait Objek Pajak dan
Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alamdan/atau buatan
manusia yang berada diatas atau dibawah permukaan bumi yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Blok adalah zona peografis yang terdiri dari sekelompok objek pajpk vang
dibatasi oleh batas alam dan/alau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk
kepentingan pengendaan PBR dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat kepada batas RT/RW dan
sejenisnya dalam satu desa/kelurahan.

Peta Blok adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang
terdiri dari sekelompok ohjek pajk yang dibatasi oleh batas alam dan/ atau
buatan manusia vang bersifat permanen/ftetap, seperti jalan, selokan,
sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB dalam satu
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wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat kepada
batas RT/RW dan sejenisnya dalam satu desa/kelurahan.

Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis
vang terdiri atas satu atau lebih objk pajpk vang mempunyai satu NIR
yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objck pajak
dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa
terikat pada batas blaok.

Peta Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang
menggarm barkan suatu zona gecgrafls yang terdiri atas sekeloempok objek
pajk yang mempunyai satu NIR yang dibatasi oich batas penguasaan/
pemilikan objek pajpk dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan
tanpa terikat pade baias blok.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat
perintah  melaksanakan penyitaan, penguwnuman lelang, pembatalan
lelang, jasa penilal, dan biaya lainnoya sehubungan dengan penagihan.

Barang adalah Uap benda atau hak vang dapal dijadikan objek siia.

Kantor Lelang adalah kantor yvang berwenang melaksanakan penjualan
secara Lelang.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka uwmum dengan cara
penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan
(onling) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Waijib
Pajak danfatau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Pendalnan adalah kegiatan yang dilakukan Bapenda untuk mempercleh,
melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak
termasuk informasi geografis objkk palak untuk keperluan administrasi
perpajakan daerah.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penclitian atas
pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun
sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangkse mewujudkan
kepatuhan Wajbh Pajak yvang berkelanjutan atas XKetentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

BAB 1
JENIS PAJAK
Pasal 2

(1) Jenis Pajak yang diatur dalam tata cara pemungutan Pajak ini, adalah:

(2)

{3

a. PBB-P2
b. Papk Reklame, dan
¢. Pajak Air Tanah.

Saat terutang Pajak sebagrimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada
saal orang pribadi atau Badan lelah memenuhi syarat subjektif dan objeklif
atas suatu jenis Pajgk dalam 1 {satu] kurun waktu tertentu dalam masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajpk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) merupakan jangka waktu
yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pamk terutang, yaitw

a. PBB-P2 ditetapkan 1 {satu) tahun;
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b. Papk Reklame ditetapkan 1 (satu) tahun atau jangka waltu
penyelenggaraan Reklame;

¢. PAT ditetapkan 1 {satu) bulan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Parggraf 1
Pendaftaran Diri
Pasal 3
Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD dikecualikan untuk PBB-P2.
NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan nomeor induk kependudukan.
NPWPD badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 4
Wajib Pajak wajib mendaflarkan diri kepada Bapenda.

Wajib Papk yvang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
1}, oleh Bapenda dibertkan NPWPD.

Untuk wajib pajak orang pribadi, pendaftaran disertai dokumen pendukung
berupa:

a sural permohonan dari Wajb Pajak/kuasanya;

b asli surat kuasa bermaterai untuk permohonan pendaftaran yang
dikuasakan;

¢. formulir pendaftaramn;
4. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital

Untuk wajb pajk badan, pendaftaran disertai dokumen pendukung
berupa:

a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;

b asli surat kuasa bermaterai untuk permohonan pendaftaran yang
dikuasalkan;

¢. formulit pendaftaran;
d. fotokopi noemor induk berusaha atau NPWP.
Wajib pajak melakukan pendafltaran melalai:

a, loket Bapenda;
b. aplikasi sistem informasi manajemen pajak daerah.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bapenda secara jabatan
menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lin
yang dipersamakan berdasarkan data yang dlperult:h atau dimiiki.

Pasal &

(1} Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan

berkas persyaratannya.

(2} Jika permohonan lengkap, pelugas menerima dan memproses berkas

persyaratan.
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Jka permohonan tikdlak lengkap, petugas mengembalikan berkas
persyaratan untuk dilengkapi.
Pasal 6

Kepala Bapenda menetapkan NPWPD dan mengeluarkan surat pengukuhan
setelah permohonan pernyataan diri dinyatakan lengkap.

Penerbitan NPWPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
NPWPD berupa kartu cetak atau elektronik.

Paral 7

Petugas menyampaikan NI'WPD kepada wajib pajak melalui

a
b
c.

{1]
(2)

(3)

(1)

@
Q)
4
5}
(6

(7

petugas Kepada wajb pajals
pos atau perusahaan jasa ekspediai atan jasa kunr; atau
media atau pesan elekironik.
Paragraf 2
Pendaftaran Objek
Pasal 8

Setiap Wajib Pajak, wajib melakukan pendaftaran objek Pajak dengan
menggunakan surat pendaftaran obiek Pajak

Khusus untuk PBB-P2 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan SPOP,

Setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan objeknya diberikan tanda daftar
okxjek pajak.
Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 9

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajpk wuntuk
memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak danfatay
Wajib Pajak termasuk informas: geografis objek pajak untuk keperluan
adminisirasi perpajakan Daerah.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayvat {l) dilakukan oleh petugas
Pendataan.

Hasil Pendatann sebagaimana dimeksud pada ayat {1} dilaporkan dalam
benluk laporan hasil Pendataan.

Dalam hal hasil pendataan menemukan wajb pajak baru, dilanjutkan
dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.,

Dalam hal hasil pendataan menemukan cbjck papk baru, dilanjutkan
dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD,

Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajk yang telah meninggal
dunia, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.,

Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak yang telah hilang,
dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.
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Bagan Ketiga
Penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 10

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajb Pajk atau berdasarkan
kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atsu
penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.

Penghapusan terhadap NOPD dilakukan dalam hal kondisi objek pajak tidak
ada/tidak diketemukan, ganda atau penggabungan cobjek pajak.
Pasal 11

Delam hal penonsktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, danfatau jenis penomoran lain yang dipersamakan alas dasar

permohonan Waijb Pamk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {1,

Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka wakru 3 (tiga) bulan sejpk
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga] bulan, permohonan dianggap
disetu jui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajek dilakukan sepanjang:

a, tidak memiliki tunggakan Pajals; dan
b. tidak sedang mengajukan uUpaya hukum terhadap ketetapan pajk
berupa keberatan, banding, gugatan, atay peninjauan kembali.

Di kecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam hal
wajib pajak meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendataan
Pasal 12

Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak danj/atau Objek Pajak yang
telah melakukan pendafiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
4 dan Pasal 5.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayal () adalah kegiatan vang
dilakukan untuk memperaleh, melengkapi, membetulkan, memutakhirkan
dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajk termasuk
informasi geografis Objek Pajk untuk Keperluan administrasi perpajakan
daerah.

Pasal 13
Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2), terdiri atas:

& pendataan kantor; dan/atau
b, pendataan iapangan.

Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
dengan untuk memperoleh, melengkapi, membetulkan, memutakhirkan
dan menatausahakan data Objek Pajak danfatau Wajib Pajak, termasuk
informiasi geografis dan pemetaan Objek Pajpk untuk keperluan
administrasi perpajakan daerah yang dilakukan di kantor,




(3}

)

(=)

{1}

(2)
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Pendataan lapangan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajpk
dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajk apabila pendataan
kantor belumm mencukizpi.

Pemetaan Scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pengonversian peta Objek Pajak, yanig meliputi:

a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
b digitasi peta analog ke peta digital.

Peta Objek Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (4 bukan merupakan
batas kepemilikan hak atas tanah danjfatau bangunan.

Pazsal 14

Pembetulan PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak, harus melampirkan
persyaratarn:

a, surat permohonan dari Wajb Pajak/kuasanya;

b. SPOP dilengkapi dengan NOPD yang berbatasan dengan Objek Pajak
yang dimohon, nomor blok, atau letak geografis dimana Objek Pajak
berada, dilengkapi dengan Lampiran SPOP apabila Objek Pajpk terdapat
bangunam,

¢ fotokopi identitas Wajib Pajpk memuat nomor induk kependudukan

untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau neomer induk berusaha dan NPWP
untuk Wajib Pajpk Badan;

d asli surat kuasa bermeterai untuk permohonan pendaftaran vyang
dikuasakan, sural tugas dari PPAT/PPATS untuk permochonan melalui
PPAT /PPATS, atau surat tugas darl Kepala DesafKepala Kelurahan
untuk permohcnan melatui desaf kelurahar;

e fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa
sertifikat tanah bak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakal, hak milik alas satuan rumah susun, atall hak pengélolaan;

f. asli keterangan tanah adat dari desa/kelurahan untuk tanah yvang belum
bersertifikat, yang mcmuat data nomor blok, nomor persil tanah adat,
riwayat tanah, dan pernyataan tidak dalam sengketa, serta dilampin
fotokopi leter C atan girik di desafkelurahan;

g [oiokopi bukii peralihan kepemilikan hak atas tanah danfatau bangunan
berupa akia peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dan kantor ATR/BPN,
atau jenis peralihan lain hak atas tanah dan/atau bangunan vang
dipersamakan dan dilampiri fotokopi sertifikat tanah untuk tanah yang
sebelumnya sudah bersertifikat;

h. fotokopi persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan,
gambar denak bangunan, foto Objek Pajak, atau keterangan bangunan
lain yang dipersamakan untuk Objek Pajak yang terdapat bangunan; dan

i fotokepi dokumen bukti penguasaan danfatau pemanfaatan bumi
dan/atau bangunan dan/fatau dokumen pendukung lainnyva.

Pembetulan Pajk Reklame dan PAT atas permohonan Wajib Pajak, dengan
persyaratan:

a. surat permchonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
b. Surat Pendaftaran Objek Pajalg
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¢ fotokopi identitas Wajib Pajk memuat nomor induk kependudukan
untuk Wajb Papk crang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP
untuk Wajb Pajak Badan;

d. fotokopi dokumen izin kegiatan usahafizin usaha yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.

e. foto Objek Pajpk atau dokumen pendukung lainnya.
Pasal 15

Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat {3), meliputi

a pengurnpulan data; dan
b. pemetaan.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl g

merupakan kegiatan pengumpulan data Obkek Pajak vang sudah dan/atau
tidak ditaporkan dalam SPOF melalui identifikasi, penghimpunan data,

keterangan, denfatau bukti mengenai Subjek Pajak/ Wajib Pajak dan/atau
objek Pajak termasuk pengambitlan foto Objek Pajak.

Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, dilakukan melalui
pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:

a. pengukuran mengegunakan sistem navigasi berbasis satelit;
b pengukuran menggunakan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
c  pengukuran menggunakan alat ukur lain.,

Hasil pendataan lapangan dituangkan dalem bentuk laporan.

Pasal 16

Untuk pendataan PBB-P2, dilakukan meliputi seluruh bumi danjatau
bangunan vang ada di Daerah.

Setiap bumi dan/atau bangunan yang merupakan objck PBB.-P2 dan yang
dikecualikan, diberikan satu NOPD.

NOPD scbagaimana dimaksud pada avat (2} terdiri dari 18 (delapan belas)
angka dengan sistematika penomoran berbasis geografis, yaitu:

2(dua) angka pertama menunjukkan kode provinsi

Zidua) angka berikutnya menunjuiikkan kode Daerah;

J{tiga) arngka berikuinya menunjukkan kode kecamatan;

3(tiga) angka berikutnya menunjukkan kode desa/keiurahan;
3{tiga) angka berikutnya menunjukkan nomor biok;

4{tiga) angka berikutnya menunjukkan nomor urut Objek Pajak;

1 {satu) angka terakhir menunjukkan jenis scktor PBB atau informasi
khusus Objek Pajpk, yaitu angka O (nol) untuk desafkelurahan yang
sudah memiliki peta blok dan pengelompokan nomor blok, dan angka 7
(tujub) untuk yang belum, serta angka lainnya untutk jenis sektor di luar
perdesaan dan perkoiaan.

Setiap wilayah administratif desa/kelurahan ditentukan jenis sektor PBB-
P2, yaitu sektor perdesaan alau perkelaan berdasarkan karakteristik
wilayah, tingkat akses terhadap fasilitas/sarana pemerintahan, sosial,
pendidikan, kesehatan, keagamaandan (fasililas/sarana lainnya, serta
tingikat Konektivitas antar wilayah.

m o~ oD gop
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Jenis sektor PBB-P2 setinp wilayah administratif desajkelurahan
sebagaimana dimaksud ayat (4}, lercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1V
Objek PBB-P2 dibagi menjadi:

a. Objek Pajak umum; dan
b Objek Pajpk khusus,

Objek Pajpk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan
tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dibagi men jadi:

a. Obek Pajak standar, dan
b. Objek Pajk non standar.

Objek Pajpk standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah
Objek Pajpk yang memenuhi kriteria:

a. luas bumi sampai dengan 5000 {lima ribu) meter perseg:
b. jumlah lantai bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai; atan
c. luas bangunan sampai dengan 300 {lime ratus) meter persegi.

Objek Pajak non standar sebagaimana dimaksed pada ayat (2) hurul b,
adalah Objck Pajak yang memenuhi kriteria:

a  Juas bumi di atas 5.000 {lima ribu) meter persegi;
b jumlah lantai bangunan di atas 2 (duaj lantai; atau
c luas bangunan di atas 500 ({lima ratus} meter persegi

Objek Pajak khusus scbagaimana dimaksud ayal {1] hurul b, merupakan
Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusua atau keheradaannya memiliki
arti yang khusus, seperii

jalan tol;

lapangan gdf;

pabrik semen/pupuk;

tempat rekreasi;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
stasiun pengisian bahan bakar, dan

menara,

=g R L I~ o

Pasal 18

Objek bumi PBB-P2 dibagi berdasarkan jenis pemanfaatan tanah/lahan
menjadi

a. permukiman;

b. perumahan klaster, perumahan bandar, perumahan tanggal,
perumahan kopel, apartemen, kondotel, perumahan susun, rumah kos,
rumah lapgak, perumahan kavling, dan sejenisnya;

tanah kosong;

tanah/bangunan bukan Objek Pajak;

sawakh;

tanah tegalan/tanah kering/tanah penggembalaan ternak;
peternakan{perikanan;

perdagangan dan jasa;

perkantoran;

T@m MR A D

=




(2) Objek bangunan PBB-P2 dibagi

(1}

(2)

)

i
k

14

industri;
objek Pajak bumi lainnya.

men jadi:

B H-FSEER B pp PP
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perummahan;

perkantoran;

pabrik;
toko/apatek/pasar/ruko;
rumah salkit /klinik;

clah raga/ketangkasan;
hotel/restoran/wisma;
bengkel/gudang/pertanian/peternakan;
gedung pemerintah;

bangunan tidak kena pajak;
bangunan parkir;

bangunan pusat perbelanjaan;
apartemen/kondormninium;

pompa bensinfstasiun pengisian bahan bakar
minyak;

MIETAara;
gedung sekolah/pendidikan;
bendungan/pembangkt hstrik;
gardu listrik;

bangunan kawasan rekreasi/hiburan/ pariwisata;

berdasarkan jenis penggunaan bangunan

atau listrik/tangki

bangunan untuk sarana kereta api, moda raya terpadu, lintas raya

terpadu, atau yang sejenis;dan
objek pajak bangunan leinnya.

Pasal 19

Pendataan Pajpk Reklame dan PAT, dilakukan meliputi selurih objgek Pamlk
vang ada di Daerah.

Setiap titik lokasi objek Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} yang merupakan objek Pajak diberikan satu NOPD.

NOPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan 16 {enam belas)
angka dengan sisternatika penomoran berbasis geografis, yaitu:

magangop

1 [zatu] angka pertama menunjukkan kode jenis Pajak;

2idua) angka berikutnyva menunjukkan kode kategori Pajak;
2(dua} angka berimutnya menunjukkan kode sub kategori Pajals
3 (tiga} angka berikutnya menunjukkan kode kecamatarm;

J(tiga) angka berikutnya menunjukkan kode desa/kelurahan;
S{lima) angka terakhir menunjukkan nomor unit Objek Pajak
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Pasal 20
Jenis Pajpk Reldame dibagi menjadi

a. Reklame insidental; den
b Reklarne permanen.

Jenis Pajak Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, merupakan Objek Pajak yang konstruksinya menempel pada bangunan
vang terbuat dari kayu, bambu, multiplck dan sejenisnya.

Jenis Pajak Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan Objek Pajk yvang konstruksinya menempel dan berdiri pada
bangunan yeng terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan
SEINICTL.

Ketentuan jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan
ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangar.

BAB 11

PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 21

NJOP dibedakan menjadi:

a, NJOP bumi;
b NJOP bangunan Objek Pajak urmurn; dan/atan
c. NJOP bangunan Ohjek Pajak khusus.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga
rata-rata yang diperoieh dar transalksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Dajam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga
dengan objek PBB-P2 lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual
penggarnti.

Pasal 22

NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (1) huraf a

merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Papk wvang
di kenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.

NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konvers:
NIR permeter persegi ke dalam klasifilkkasi NJOP bumi.

NJOP bumi sebagaimana dimaksud ayat {1] dihilung melalui penilaian
massal atau penilaian individual.

Klasifi kasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud ayat {2}, tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 23

NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total Juas bangunan
dengan NJOP bangunan per meter persegi.

NJOF bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil
konversi nilai bangiinan per meler persegi ke dalam klasifi kasi NJOP.

NJOP bangunan Objek Pajak umum dihitung dengan cara penilaian massal
atau penilaian individual
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NJOP bangunan Objek Pajgk khusus dihitung dengan cara penilaian
mdividual.
Penilaian individual untuk bangunan Objek Papk umum scbagaimana

dimaksud pada ayat (3}, dilakukan dalamn hal penilaian massal tidak
memadai untuk memperoleh NJOP sccara akurat.

Klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud ayast (2}, tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 24

Penilaian massal dan penilaian individual untuk menentukan NJOP bumi
sebagatmana dJimmaksud dalam Pasal 22 ayat (3] dilakukan dengan
membentuk NIE dalam setiap ZNT.

NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diperoleh dari harga rata-rata
transaksi jual bdi vyang terjadi secara wajar dan telah dilakukan
penyesualan.

ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diperoleh dari hasil pembentukan
zona geografls yang terdiri atas sat atau lebib obgk pajak yang mempunyai
satu NIR yvang sama dengan mempertimbangkan jenis penggunaan tanah,
dan dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajpk dalam satu
wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada
batas bilok.

Pasal 25

Penilaian massal atau penilaian individual untuk menentukan NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilakukan dengan menyusun
DBKB untuk setiap jenis penggunaan bangunan Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat {2J].

(1)

(2

(1)

Pasal 26

Penilaian individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana

dimaksud Pasal 23, dilakukan dengan cara:

a membandingkan dengan nilai bangunan kin yang sejenis;

b. menghitung mnilai perolehan baru bangunan dikurangi dengan
penyusutan; atau

¢. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan bangunan
vang dinilaj, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaye operasi.

Dalam melakukan penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bapenda dapat bekerjasama dengan penilai pemerintah, penilai publik,
dan instansi kin yang terkait.

Pasal 27

Penilai PBR-P2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berilout:

a minimal lusan program  diploma [ dengan pangkat serendah-
rendahnya pengatur muda dengan golongan II/a, minimal lulusan SLTA
dengan pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat [ dengan
golongan II/b, atau Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Fungsional
Penilai Pajak;

b telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait penilaian
PBB-P2 serta memiliki keterampilan scbagai penilas;

c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai;
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d tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, penetaah
keberatan atan jurusita; dan

e jujur dan bersih darl tindakan-tindakan tercela serta mengutamakan
kepentingan negara.

Dalam hal kriteria penilai Pajak tidak dapat dipenuhi sebagaimana
dimaksud ayat {l), Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi teknis
terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian pajak.
Bagian Kedua
Fajalz Rekiame
Pasal 28

Nilai sewa reklame dihitung dengan carm menjumlahkan hasil perkalian

ukuran atau luas bidang Reklame, NJOPR, dan jangks waktu
penyelenggaraan Reklame, ditambah hasil perkalian antara bobot ukuran
atau luas bidang Reklame dengan milai jenis Reklarme.

Ukuran atau luas hidang Rekiame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan ketentuan:

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas tegas Reklame, dihitung
dari bingkai atau batas luar Reklame;

b. Reklame yang tidak mempunyai bingkal alau batas tegas Reklame
dibhitung dari batas luar gambar, warna, kalimat, huruf, loge, atau
identitas yang menjadi salu kesatuan Reklame; atau

¢. Reklame yang tidak dapat dihitung luas bidang Reklame, mengpgunakan
perhitungan sesuai dengan satuan ukuran di lwar satuan wkuran
kceluasan.

(3] Jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagrimana dimaksud pada ayat

%

©}

(6}

@)

(1)

(2)

(1} dihitung dalam satuan hari, sejak penyelenggaraan Reklame paling lama
tanggal 3] Desember tahun berjalan, kecwali untuk reklame filin/ slide, dan
peragaan.

Untuk Reklame Insidental dengan jenis kKain, melekat/stiker dan selebaran,
perhitungan jangka waktu penyelenggaraan Reklarmne dihitung 3 (tiga) hari
sampai dengan 14 (empat belas) hari.

Dalam hal jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang dari 3 (tiga) hari,
maka dihitung 3 (tiga} hari

Dalam hal jengka waktu penvelenggaraan Reklame lebih dari 14 (empat
belas) hari, maka dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {4} dan ayat (9).

NJOPR, bobol ukuran atan luas bidang Reklame dan nilai jenis Reklame
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang metupakan bagian tidak
lerpisabkan darn Peraturan Bupati ini

Pasal 29

Reklame berupa nama pengenal usaha ataw profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan/atau di dalam area tempat 1i5aha atau profesi dengan
ukuran atau luas bidang Reklame di atas 0,5 (nol koma lima) meter persegi
merupakan Objek Pajak Reklame.

Ukuran atau luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan ukuran alau luas bidang dari 1
(satu) atan lebih elemen ranglaian Reklame yang menjadi satu kesatvan.
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Titik, lokasi, dan tata cara penyelenggaraan Reklame berpedoman kepadsa
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pajak Air Tanah
Pasal 30
Dasar pengenaan PAT adalah NPA

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah hasil perkalian antara

HAB dengan bobot ar tanah.

Ohjek Pajak pengusahaan ar tanah dan air ikutan pengeringan (dewatering}

dikenakan NPA.

Tata cara perhitungan dan penctapan NPA diatur dalam Peraturan Bupati.

BABIV
PENETAPAN
Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Pajk Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 31

Besaran persentase NJOP sebagai dasar perhitungan PBB-P2, ditetapkan
sebagal berikut:

.

b,

sampai dengan Rp80.000.000,- {delapan puluh juta rupiah) dasar
pengenaan pajaknya sebesar 35% {tiga puluh bma persen);

di atas Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah] sampai dengan
Rpl66.000.000,- (seratus enam puluh enam juta nipiah) dasar pengenaan
pajpknya sebesar 40% (cmpat puluh persenj;

di atas RplH6.000.000,- (seramis enam puluh enam juta rupiah] sampai
dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dasar pengenaan
pajaknya sebesar 45% (empat puluh lima perseny;

d atss Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan
Rpl.000.000.000,- (satu mihar rupiah) dasar pengenaan pajaknya sebesar
0% (ima puluh persenj;

di atas Rpl.000.000.000,- (sated miliar rupiah) sampai dengan
Rp2.300.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dasar pengenaan
pajaknya sebesar 55% (lima puluh lima persen);

di atas Rp2500.000.000,- (dua mihar lima ratus juta rupiah} sampal dengan
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiab) dasar pengenaan pajpknya scbesar
80% (enam puluh persen);

di atas Rp5000000.000,- {lima miliar rupiah] sampai dengan
Rpl0.000.003.000,- (sepuluh miliar rupiah] dasar pengenaan pajaknya
sebesar €6% (enam puluh lima persen|;

di atas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah] sampai dengan
Rp25.000.000.000,- (dua puluh Nlma miliar rupiah} dasar pengenaan
pajaknys sebesar 0% (tujuh puluh persen)

di atas Rp25.000.000.000,- {dua puluh lima miliar rupiah) sampal dengan
Rp30.000.000.000,- {ima puluh miliar rupiah} dasar pengenaan pajknya
sebesar 79% (enam puluh ima persen);
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d atas Rp50.000.000.000,- {lima puluh milkar rupiah) sampsai dengan
Rpl1Q0.000,000.000,- (seratus miliar rupiah} dasar pengenaan pajaknya
sebesar 83% (delapan puluh persen); dan

di atas Rpl00.000.000.000,- {seratus miliar rupiah] dasar pengenaan
pajaknya sebesar 85% [delapan puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran kenaikan pokok PBB-P2 tahun pajak 2024, 2025, dan 2026 paling
tinggi ditetapkan sama dengun besaran pokok 1 (satu) tahun pajpk
sebelumnya.

Besaran pokok PBB-P2 setelah pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1),
dinaikan paling tinggi sebesar 30% f(tiga puluh persen) dari besaran pokok
tahun pajk sebelumnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Besaran pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

ditetapkan sepanjang tidak ada perubahan luas bumi danfatau bangunan
pada 1 (saty) tahun papk sebelumnya.

Pasal 33
Penetapan besaran NJOP memuat:
a klasifikasi dan besarnya NJOP bumi;

b, peta ZNT pe desafkelurahan untik desafkelurahan vyang sudah
memiliki peta blok berupa arsip digital pada Sistem Infarmasi Geografis
PBB; dan

¢. DBEB per jenis penggunaan bangunan;

Apabila pada tahun Pajak berjalan tidak ada penetapan NJOP, besaran
NJOP bumi dan bangunan tahun Pajk berjalan berdasarkan besaran
penetapan NJOP bumi dan bangunan tahun Pajk sebelumnya.

NJOP dan ZNT pada tahun Pajk berjalan dapat diltambahkan dan/atau
diubah, dengan ketentuan pendaftaran objek dan subjek Pajak, hasil
pendataan dan peomutakhiran objek dan subjek Pajak, hasil penilaian
individu objek non standar dan objek Khusus dan/atau hasil keputusan

pembetulan, keberatan, banding, serta peninjauan kembali atas ketetapan
PBB-P2.

Penambahan danj/atau perubahan NJOP dan ZNT sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Kepala Bapenda menectapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan
menggunakan SPPT.

Kepala Bapenda menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hai:

a. SPOP tdak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur secara
tertulis oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

b. hasil pemeriksaan atau keterangsn lain ternyata jumlah PBB-P2 yang
terutang lebih besar dari jumiah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP
vang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam hai Wa b Pajpk tdak melakukan pendaftaran, Kepala Bapenda dapai

menerbitkan SKPD atan dokumen kin vang dipersamakan atas Pajak

terutang secara jabatan, berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olch
Bapenda.
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Pajak terutang sebagaimana dimalsud pada ayat (1), ayat (2], dan ayat (3}
ditetapkan paling lama 35 (lima) lahun sejak terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b,
lanpa dikenakan sanksi administratif.

SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan atas PBB-P2 terutang bukan
merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atan bangunan.

Pasal 35

SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikelompokan menjadi
& (enam} buku berdasarkan jenis Objek Pajak dan nilai pokok, yaitit

a

b,

()

()

(3}

(4)

(5)

buku [ Objek Papk umum dengan pokok Pajpk sampa: dengan
Rpl104.000,-;

bukn 0, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak di atas Rpl00.000,-
sampai dengan Rpo00.000,-;

bukou I, Objek Pajak umum dengan pekok Pajk pajk di atas Rps00.0040,-
sampai dengan Rp2.000.000,-;

bukcu TV, Objek Pajak umum dengan pokok Papk pajak d atas
Rp2.060.000,- sampai dengan RpS5.000.000,;

buku V, Objek Pajak umum dengan pokok Pajak pajak  di atas
Rp5.000000,-;

buku VI, Objek Paplk khusus.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Papk Reklame dan Pajpk Air Tanah
Pazal 36

Kepala Bapenda menetapkan Pajk terutang berdasarkan surat pendaftaran
objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Bapenda dapat
menerbitkan SKPD atau dolumen kin yvang dipersamakan atas Pajak
terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki cleh
Bapenda.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain termyata
jumlah pajpk yang terutang lebih besar dari jumnlah pajak yang dihitung
berdasarkan surat pendaltaran obiek pajak yang disammpaikan cleh Waji
Pajplk sebageimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat
menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain
yvang dipersamakan.

Pajk terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, ayat {2], dan ayat {3)
ditetapkan paling lama 5 (litna) tahun sejak terutangnya Pajak

Penetapan Pajpk terutang sebagaimana dimaksud pada ayat [3) tanpa
dikenakan sanksi administratif.



21

BABV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 37
(1} Pemungutan Papk dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang
dengan menggunakan SSPD.

(3) Pcmbayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3
dilaknkan melalui sistern pembayaran  berbasis elektronik pada
bank/tempat lain yang ditunjuk cleh Pemerintah Daerah.

@) Delarsn hal sistermn pembayaran berbasis elektronik  belum  tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai pada bank/tempat lain yang ditanjuk oleh Pemerintah Daerah.

(5) Khusus untuk PBB-P2, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan
secara kolektif melalui Desa/Kelurahan.

{6) Kepala Bapenda menetapkan jangka waldtu pembayaran atau penyetoran
Pajak terutang, paling [ama 1 (satu) bulan sejpk tanggal penginman SKPD
dan 6 (enamn) bulan sejak tangpal pengiriman SPPT.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada wakhmya
sebagaimana dimaksud pada ayal (6), dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% {satu persen} per bulan dari Pagk terutang yang tidak
alau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampal dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua pullih empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuhb 1 {satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 38

Bapenda dapat melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi pemnbayaran
Pajak dalam rangka peningkatan efisiensi, efizktifitas dan transformasi
pengeiolaan keuangan Daerah.

BAB VI
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Dasar Penagihan Papak
Pazal 39

(1) Uhang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, surat
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding
merupakan dasar penagihan Pajak.

(4) Atas dasar penagihan Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yvang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilaltukan imbauan.

(3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan dengan cara

menyampaikan surat pemberitabuan jatuh tempe pembayaran ataw
pelunasan.

[4) Dalam hal dasar penagihan Papgk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempe pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan penagihan pahk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
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Beman Kedua
Pejabat, Jurusita Pajak dan Kedaluwarsa Pajpk
Pasal 40/44

(1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) Kepala Bapenda berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajals
b. menerbitkanmn:

surat tegurar;

surat perintah penagihan seketlika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

sural periniah penyandcraan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limat;

pembatalan lelang;

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

{2) Jurusita Pajpk melaksanakan penagibhan Pajpk sesusi dengan ketentuan
peratiiran perundang-undangan.

O R NS UR WN

Pasal 4i

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak scbagaimana dimakud dalam
Pasal 40 ayat (2) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 42

(1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {2)
diawali dengan penerbitan surat teguran.

(3 Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mencantumkan batas
waktu pelunasan utang Pajpk oleh penanggung Pajak

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan melalui:
& petugas kepada wajib pajak;

b. pos atau perusahaan jasa ekspedisi alau jasa kurir; atau
¢. media atau pesan elektronik.

(4] Delam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2] teriampaui dan

Wajik Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung Pajak
diterbitkan sural paksa,

5] Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajpk yang diangsur atay
ditunda pembayarannva tidak diterbitkan surat teguran,

{6 Duaiam hal kewajiban pembayaran uiang pajak sebapgaimana dimaksud pada
ayal {3}, belum dilakukan setelah melewati jaluh tempo, diterbitkan surail
paksa tanpa didabhului surat teguran.

{7} Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dibentahukan atau
disampaikan oleh Jurusita kepada penanggung Pajak.
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Dalam hal penanggung Pajk tidak melunasi utang pejaknya setelah
melewati jangka wakt 2 x 24 [dua kali dua puluh empat) jam, sejak surat
paksa disampaikan sebagaimana dimakud pada ayat {7]), Kepala Bapenda
menerbitkan suratl perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal utang Pajak dan/ataua biaya penagihan Pajk tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan
penyitaan scbagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada avat {9) dilaksanakan
paling cepat setelah jangka waldu 14 {empat belas] har, terhitung sejak
pengumurnan lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayvat (10), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
se@i dilakukan penyitaan.

Hasil lelang scbagaimana dimaksud pada ayat [11) dipergunakan terlebih
dahulu untuk membayar biaya penagihan Papk dan sisanya untuk
membayar utang Pajak yang belum dibayar,

Pasal 43

Jurusita Pajak melaksanaltan penagihan seketika dan sekaligues tanpa
menunggu tanggal jaluh Lempe pembayaran berdasarkan surat perintah
penagihan seketika dan sckaligus yang diterbitkan oleh Bapenda apabila:

a penanggung Papk akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu:

b, penanggung Pajpk memindahtangankan barang yvang dimilikd atau vang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajgk aken membubarkan
badan usaha, atau menggabungkan wusaha, atau memekarkan usaha,
atar memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang
dikuasainya, atan melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya
memmat:

a. nama Wajib Pajak/penanggung Pajak;
b. besarnya utang Pajl;

c.  perintah untuk membayar; dan

d. waktu pelunasan Pajak

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligpus diterbitkan sebelum
penerbilan Sural Paksa.
Bagian Keempat
Surat Tagihan
Pasal 44

Dalarn jangka waktu paling lama 5 (lima) tabhun sejak terutangnva Pajak,
Kepala Bapenda dapat menerbitikan STPD, dalam hal
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a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau Kurang dibayar
setefah jatuh tempo pembayaran;

b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan
banding yeng tidak kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

¢ Wajib Papk dikenakan samnksi administratifi berupa bunga danfatau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif, berupa bunga sebesar 1% ([satu persen) per bulan
dihitung dari Pajk vang kKurang dibavar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan langgal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejek saat terutangnya Papk serta
bagian dari bulan dilntung penuh 1 [satu) bulan.

Jumilah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen} per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihiting dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat} bulan sepk saat
terutangnya Pajpk serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 {satu] bulan.

Bagian Kelima
Penghapusan Pialang Fajak
Pasal 45

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak unfuk menentukan prioritas
penagihan Pajak.

Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Papk untuk melakukan
penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Prutang Pajk yang tidak mungkin ditagib lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yvang dihapuskan sebagaimana diznaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Bupati

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {4} ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a pelaksanaan penagihan sampal dengan batas waktu kedaluwarsa
penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}; dan

b. hasil koordinasi dengan aparal pengawas internal Daerah

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5] huruf a dibuktikan dengan
deokumen pelaksanaan penagihan.

Ketentuan dan tata cara penghapusan piutang Pajk diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri.
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BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal
Pasal 46

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Papk yang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajb Pajak dan kondisi tertentu
objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran,
danfatau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak danfatau pihak lain yang
bertujuan untuk menghinderi pembayaran Pajak, dilakukan dengan
memperhatikan faktor:

a kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajpk oleh Wajb Pajak selama 2
(dua} tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Waib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajb Papk terhadap
perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau

d faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajpk berdasarkan pertimbangan
untuk mendukung dan melindung pelaku usaha mikro dan ultra mkro
dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra miko dalam
peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikre, kecil, menengah,
dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajpk berdasarkan pertimbangan
untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapad danjatau
menyesuaikan dengan program prioritas Daerah, disesuaikan dengan

prioritas Daerah vang tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah daerah.

Pemberian insentif fislkkal kepada Wajb Papk berdasarkan pertimbangan
untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas
nasicnal dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian praoyek s(rategis
nasicnal.

Pemberian insentf fiskal kepada wajib pajek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan fakior:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh wajib pajak selama 2
{dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha wajb pajak;

€. konstribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati

Pazal 47

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
merupakan permohonan Walib Pajak, apabila diperiukan Kepala Bapenda
dapat melakukan pemeriksaan Pajk untuk tujuan lain
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Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan Wajb Pajak yang mengajukan permchonan insentif fiskal
berhak untuk menerima insentil fiskal sesuai dengan pertimbangan dan
falctor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian
insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] diatur
dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Kemudahan Perpajakan
Pasal 48

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajb Pajak,
berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajlk; dan/atan

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajk
terutang atau utang Pajpk

Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf a, diberikan kepada Wajb Pajk ¥ang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada
walktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilbkukan
dalan hal Wajb Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar,
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajk terutang
atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, dapat diberikan
berdasarkan permchonan Wajib Pajak yang ditelapkan dalam keputusan
Bupari.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
rerutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 {dua} tabhun
terakhir.

Keputusan Bupati atas permochonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat [0}, dapat berupa:

a menyetujuw jumlah angsuran pajak dan/atapz masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permchonan Wajb Pajalk;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/fatau masa angsuran
atau lamanys penundaan yvang dimohonkan Wajib Pajk; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan jumlah angsuran atau lamanya penundaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7] huruf a dan buruf b, paling lama diberikan untuk

jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
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Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Papuk yang
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (no! koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajk vang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu}
bulan,

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaramn;

. kerusuhan massal atau huri-hara;
d

€.

wabah penyalct; dan/atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 49

Kepala Bapenda dapat memberikan  keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok danjfatau sanksi
Papk dengan memperhatikan kendisi Wajb Pajak danjfatau Objek Pajl

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

8 Wajb Papk orang pribadi yang penghasiannya semata-mata berasal
dari Purnawirawan TNI/Polri atau Pensiunan Aparatur Sipil Negars;

b Wajb Papk orang pribadi yang merupakan Veteran dan Perintis
Kemerdekaan, penerima gelar Pahlawan Nasional, penerima Tanda
Kehormatan bherapa Bintang dari Presiden Republik Indonesia,

dan/fatau janda/dudanya atau keluarganya sampai dengan  gans
keturunan 2 [dua) derajat ke bawah;

c. Wajib Pajak orang pribadi dengan tingkat kemampuan membayar yang
rendah;

d Wajib Pajak yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas;

e Wajib Pajak Badan pendidikan usia dini swasta, pendidikan dasar
swasta, pendidikan menengah swasta, pendidikan tinggi swasta dan
pendidikan informal swasta, yvang dalam kegiatannya tidak sepenuhnya
memperoleh keuntungan;

f. Wajb Pajak mmah sakit swasta/klinik pelayanan kesehatan/praktik
dokter, bidan, atau pelayanan keschatan swasta lainnya, yang dalam

kegiatannya ndak sepenuhnya memperoleh keuntungan;

g Wajb Pajak menerima SPPT, SKPD, Surat Teguran dan STPD, setelah
tanggal jatuh tempo pembayaran.

h. kondisi Wajib Papk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayst (1) berupa:

a. Objek PBB-F2 dengan pokok Pajak sampai dengan Rpl(.000 - (sepuluh
ribu rupiah);

b. kondisi Objek Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Pasal 50

Permohonan Wajib Pajak atas keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penurdasn pembayaran atags pokok dun/atau sanks Pajak diajukan secara
perscorangan atan kolektif.

Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratar:

a surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya untuk perseorangan atau
surat permoheonan dan Kepala DesafKepala Kelurahan dilampin daftar
nominatif NOPD dan Wajib Pajak untuk permohonan secam kolektil;

b fotokopi identitas Wajib Pajpk memuat nomor induk kependudukan
untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomor induk berusaha dan NPWP
untuk Wajitr Pajak Badan;

¢. asli surat kuasa bermeterai untuk permohonan yang dikuasakan, surat
tugas dari PPAT/PPATS untuk permohonan melalui PPAT/PPATS, atau
surat tugas dari Kepala Desa/Kepala Relurahan untuk permohonan
melalui desa/kelurahan;

d. asli SPPT, SKPD, Surat Teguran, atau STPD;

e. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tamah danfatau bangunan berupa
Sertifikat Tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak

pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelelaan untuk
PBB-P2:

f. asli keterangan tanah adat dari desajkelurahan untuk tanah vang
belum bersertifikat, yang memuat data nomor blok PBB-P2, nomor persil
tunah. adat, riwayst lanah, dan pernyatasn tiduk dalan sengketa, serta
dilampiri fotokopi leter C atau girik di desa/kelurahan untuk PBB-P2;

g fotokopt bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dan/atau
bangunan berupa Akta peraliban hak atas tanah, putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dari
ATR/BPN, atau jenis peralihan lain hak atas tanah dan/atau bangunan
yang dipersamakan dan dilampiri fotokopi sertifikat tanah untuk tanah
yang sebelumnya sudah bersertifikat untuk PBB-P2;

h fotokopi dokumen bukti pengussaan dan/atau pemanfaatan bumi
danfatau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk
PBB-P2;

.. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha/izin usaha vang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang untuk Pajpk Reklame dan PAT:

) folo Objek Pajak dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan/atan

k. lunas tunggaltan Pajak sebelum tahun pajak berjalan atau masa Pajak
berjalen untuk permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan,
dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi
persyaratant  scbagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak dapat
dipertimbangkan.
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BaB VIII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 51

Atas permohonan Wajib Pajpk atau karena jabatannya, Kepala Bapenda
dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, dan SKPD vang dalam
penerbitannya  terdapat kesalahan tulis danfatau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan iertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pembetulan scbagaimana dimaksud pada zyat (1) ditstapkan dalam
Keputusan Pembetulan.

Dalam hat pembetulan didasarkan atas permohenan Wajb Pagk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti
permohonan tersebut, dengan melakukan penelitian terhadap permchonan
Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.

Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib
Papk sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Kepala Bapenda wajhb
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pafda

avat (2}, dalam jangka wakiu paling lama 6 (enamj bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.

Keputusan Pembetwlan sebagaimana dimaksud pada ayat (9 berisi
keputusan berupa:

a, mengabulkan permohonan Wajib Pawk dengan membetulkan kesalahan
atau kekeliruan yang dapal berupa menambahkan, mepgurangkan,

atau menghapuskan jumlah Papk wvang terutang, maupun sanksi
administratiil berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak atau

b. membatalkan STPD, SPPT, dan SKPD atau membatalkan hasil
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajpk vyang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tafta cara yang ditentukan; dan

. menolak permohonan Wajb Pajak.

Pasal 52

Permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajek sebagaimana
dimaksud datam Pasal 51 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

Permohonan pembetulan dan  pembatalan ketetapan untuk PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhi persyaratan:

a surat permohcnan dari Wajib Pajak/kuasanya;
b asli STPD, SPPT, dan SKPD atau ketetapan Pajak yang lainnya;

c. SPOP dilengkapi dengan NOPD yang berbatasan dengan Objek Pajak
yang dimechon, nomor blok, atau letak pgeografis dimana Objee Pajak
berada, dilengkapi dengan lampiran SPOP apabila Objek Pajak terdapat
bangunan;

d fotokopi identitas Wajib Pajak memuatl nomeor induk kependudukan
untuk Wajb Pajak orang pribadi, atau nomeor induk berusaha dan NPWP
untuk Wajib Pajak Badan;
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e. ash surat kuasa bermeterai untuk permohonan pendaftaran yang
dikuasakan, surat tugas dani PPAT /PPATS untuk permohonan melalui
PPAT /PPATS, atau surat tugas dari Kepala Desa/Kepala Kelrahan
untuk permohonan melalui desa/kelurahan;

f. fotckopi bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa
sertifikat tanah hak milik, hak guna usaha, hak puna bangunan, hak
pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolagn;

g asli keterangan tanah adat dari desa/kelurahan untuk tanah yang belum
bersertifikat, yang memuat daia nomor blok PBB-P2, nomor persil tanah
adat, riwayat tanah, dan pernyataan tidak dalam sengketa, serta
dilampiri fotokopi leter C alau girik di desa/kelarahan;

h. fotokopi bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dan/alau bangunan
berupa akia peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap, keputusan pemberian hak baru dari kantor ATR/BPN,
atau jenis peralihan lain hak atas tanah danjfatau bangunan vyang
dipersamakan dan dilampiri folokopi sertifikal tanah uniuk tanah yang
sebelumnya sudah bersertifikeat;

1. fotokopi persetujuan bangunan gedung/izin mendinkan bangunan,
gambar denah bangunan, foto Objek Pajak, atau keterangan bangunan
lain yang dipersamakan untuk Objek Pajk yang terdapat bangunan;

j [otokopi dokumen bukti penguasaan danfatau pemanfaatan bumi

dan/fatau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya;

k. dokumen pendukung alasan pembetulan atau pembatalan ketetapan
Pajak;

1 daftar nominatif NOPD, nama Wajib Pajak dan alasan pembetulan atan
pembatalan ketetapan Pajak untik permohonan secera Kolelctif.

Pernbetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Reklame dan PAT atas
permohonan Wajib Pajak, dengan persyaratan:

a. surat permohonan dari Wajib Pajak/kuasanya;
asli STPD, dan SKPD atau ketetapan Pajak yang lainnya;
SPOP,

fotokopi identitas Wajib Pajpk memuat nomor induk kependudukan
untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau nomer induk berusaha dan NPWP
untuk Wajib Pajak Badan;

e. [otokopi dokumen izin kegiatan usaha/izin usaha yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang,

p o

[ dokumen pendukung alasan pembetulan atau pembatatan ketetapan
Puajak

BABLIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 53

Pengawasan Pajpk dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan,
pemantauan, pembinaan, dan penelitian atas pemenuhan kewajiban
perpajakan, bak yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan olch
Wajib Pajak, dalam rangke mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang
berkelan jutan sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
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Pengawasan Pajpk dapat dilaksanakan dengan cara:

penelitian kepatuhan formal;

penelitian Kepatuhan material;

permintaan penjelasan atas data danfatau keterangamn; dan/atau
kunjungan kepada Wajib Pajak.

Tindak lanjut pengawasan Pajak dapat dilaksanakan dengan cara:

pp P

f

pengusulan pemeriksaan;
pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;
pengusulan kepiatan pengamatan,

pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;

P ap o

pengusulan perubahan data danfatau status Wapb Pajgk secara
jabatamn;

f. pengusulan perubahan administrasi layanan danfatau fasilitas
perpajakan Wajb Pajak secara jabatan;
g. pemberitahuan kepada Wajlk Pajak dan/fatan

h evaluasi pengawasan Pajak

Pasal 54

Dalam rangka pengawasan terhadap Wajb Papk danjfatau Obyk Paak,
Bapenda dapal memasang dan/atan menggunakan alat /sistem perekarnan
data <clelktronik dan non e€lektronik, atau tanda/papan/stiker/penutup
untuk kepentingan perpajakan pada lokasi Objek Pajak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 55

Kepala Bapenda melakukan pengendalian Pajak melalui serangkaian kegiatan/
proses untuk memastikan proses pemungutan Pajak telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(1}

(2}

(3

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Krsatu
Keberatan
Pasal 56

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap
SPPT, SKPD, atau pemotenrgan atau pemungutan oleh pihak ketiga,

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan secara tertulis
dengan menyampaikan jumlah pajak terutang atau jumniah Papk yang
dipolong atau dipunguat, berdasarkan penghitungan Wajb Pajak, dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Pengaqan keberalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal
permotongan atau pemungutan sebagrimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jilka Wajpb Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi Karena keadaan kalear
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Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meliput:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau hure-hars;

wabah penyakit, dan/fatan

keadaan hin berdasarkan pertimbangan Bupati.

apnop

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajk telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, atau pemotengan atau pemungutan oleh pihak

ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat {5 tidak dianggap sebagai surat
keberatan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalul pengiriman tercatat atau melalhu
media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Jumlah pamk yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8 ftidak termasuk sebagai
utang pajak.

Pasal 57

Eepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
aleh Wajib Papk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan.

Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 [dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (7).

Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hel papk terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajk yang terutang menurut Wajb Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal pajk terutang berdasarkan hasil
penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajb
Pajak;

¢. 'menolak dalam hal pajgk terutang berdasarkan hasil penelitian sama

dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajb Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak vang terutang dalam hal pajjak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajale

Apabila datam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {3) Kepala
Bapenda tidak memberi suamu keputusan, keberatan vyang diajukan
dianggap diterima.
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Pasat 58

Dalamm hal pengajuan keberaltan Papk dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditemhbah
imbalarz bunga sebesar $,6% (nol koma enam persen) dihitung dari pajak
yang lebth dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puiuh cmpat]
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh ! (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan,

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Papk dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 309 {tiga puluh
persen} dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebetum mengajukan keberatan,

Bagian Kedua
Banding
Pasal 59

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala
Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3], palng lama 3
{tiga] bulan sejek keputusan diterima dengan dilampini salinan Keputusan
Keberatan tersebut.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan secam
tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan
kewajiban membayur Pajpk sampai dengan 1 (satu) bulan sepk tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% ([nol koma enam persen), dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat) bulan serta
bagian dar bulan dihitung penuh 1 {satu} bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding,

Dalam hal Waji Papk mengajukan permohonan banding, sanksi
atdministralil berupa denda sebesar 30% {tiga pulub persen] schagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalarm hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% {enam puluh
persenj dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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BABXI
GUGATAN
Pasal 61
Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:
& pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau
pengumuman lelang;
b, kepulusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;

¢ keputusan yang berkaitan dengan peleksanaan keputusan perpajakan,
selain ditetapkan dalam Pasal 56 ayat {1} dan Pasal 57; dan

d  penerbitan surat ketetapan Pamk atau keputusan keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata care yang telah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya <dapat
diajukan ke badan peradilan pajak

Pasal 62

Pengajuan pugatan dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIl

TANGGUNGJAWAB, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Tangeung Jawab Kecamatan
Pasal 63

(1) Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya, ditunjuk sebagai pemnbina dan
bertanggung jawab dalam hal permungutan PBB-P2 yang dilakuken oleh
Desa/Kelurahan.

(2] Dalam melaksanakan pembinaan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecamatan dapal membeniuk tim monitoring dan
evaiuasi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 64

Tugas kecamatan dalam melakukan pembinaan dan tanggupg jawab dalam
pemungutan PBB-P2, yaitu:

a. memonitor dan melakukan pembinaan pelaksanaan tgas tim;

b, melakukan upaya percepatan pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo;

¢ melakukan tindakan yang diperlukan untuk percepatan pemungutan PBB-
P2 sampal dengan bulan Desember tahun berjalan jka tidak mencapaij
largetl selelah jatuh tempo;

d. menyampaikan laporan realisasi perkembangan pencapaian pemungutan
PHB-P2 sctiap bulan kepada Bupati melalui Bapenda;

e. melakukan koordinasi dengan inslansi terkait mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan masalah PBB-P2

f. mengadakan sosialisasi dan penjclasan mengenai PBB-P2, baik kepads
petugas yang ditunjuk dan Wajib Pajak;

g memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pelayanan
pemungutan PBB-P2 sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. membina pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya;




(1)

(2

(3l

I5

menerima laporan penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 dan
Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

membuat laporan penyampaian SPPFT PBB-P2 dan Penerimaan PBB-P2

setiap bulan kepada Bapenda.

Bagian Kedua
Tangeung Jawab Desa/Kelurahan
Pasal 65

Kepala DesafKepala Kelurahan ditunjuk sebagai penanggung jawab atas
keeberhasilan capaian pemungutan PBB-P2 d wilayab kerjanya.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat membentulk tim rmonitering dan

evaluasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan
dan beban kerja.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjuk petugas pemungut PBB-P2
untuk memfasilitasi penyetoran PBB dari Wajib Pajk ke tempat
pembayaran, bagi daerah yang suiit dijangkan  danfatau  dengan
pertimbangan terientu.

Pazal 66

Tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan selaku penanggung jawab pemungutan
PBB-P2, adalah:

a.
b.

C.

melakukan pengawasan, menitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2;
melakukan tindakan percepatan pemungutan PBB-P2 sebelum jatuh tempo;
melakukan tindakan yang diperlukan untuk capaian pemungutan PBB-P2

sampai dengan bulan Desember tahun berjalan jika tidak tercapai target
setelah jatuh tempo,

menerima laporan penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 dari
petugas pemungut PBB-FZ;

menginventarisasi permasalahan dan nemf asilitas; pengajuan
pengurangan, mutasi, keberatan, pembatalan, pembetulan, dan data baru
dart Wajb Pajak PBB-P2 ke Bapenda;

memberikan laporan kepada Kepala Bapenda melalui Kecamatan perihal
perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajlb Pajak setiap akhir
bulan dengan dilampiri tanda bukt! penerimaan dari Wajib Pajak;

meneliti dan mencocckkan daftar himpunan ketetapan Pajak dan SPPT yang
diterima dari Bapenda melalui kecamatan;

membagi tugas penyampaian SPPT PBB-P2 kepada petugas yvang ditunjulk;
mengkoeordimir petugas yang ditunjuk dalam hal pelaksanaan pencapaian
tarzet PBB-P2 dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan PBB-
P2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undcangarn;

membuat laperan penyampaian SPPT PBB-PZ dan Penerimaan PBB-P2
setiap minggu Kepada Kecamatan.

Fasal 67

Tugas dan tanggung jawab petugas Pemuangut PBB-P2, adalah:

&
b.

ot

membuat catatan daftar SPPT yvang akan disampaikan kepada Wajib Pajik;

menyampaikan SPPT kepada Wajpb Pajgk, menyimpan tanda terima
penyampaian SPPT, dan membuart catatan penerimaan SPPT;

memfasilitasi penyetoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke tempat
pembayarar;



d.
23

36

menyampaikan SSPD kepada Wajib Pajalg
membuat laporan penyampaian SPPT dan penerimaan PBB-P2Z kepada
Kepala Desa/Kepala Kelurahan setiap minggu.
BAB XIII
TARGET PENERIMAAN PAJAK
Pagal 68

Penentuan rencana penerimaan Pajak dilaksanakan berdasarkan analisa
potensi Pajak, data reslisasi penerimaan Papk kurun waktu paling sedildat 3
(tiga) tahun sebelumnya, dan kondist ekonomi makro regional dan nasional.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal €9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

&L

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur

Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011
Nemer 20);

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang 3istem Dan Prosedur
Pemungutan Pajpk Daerah {Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Normor 8);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajek Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nemor i);

Peraturan Bupati 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cianjur Nomer 1 Tahun 2014 tlentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajgpk Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjar
Tahun 2016 Tahun Nomor 35);

Peraturan Bupati Nemer 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Clanjur Momor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah [Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2017 Nomor 36);

Peraturan Bupati 94 Tahun 2019 tentang Pernbahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 204 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ([Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tehun 2019 Tahun Nomor 94);

Peraturan Bupati 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur
Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Nomor 93); dan

Peraturan Bupati 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Dan
Prosedur Pemungutan Pajak Daerzh {Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2021 Nomor 75},

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 70
Peraturan Bupati irs mulai berlaku pada tanggal diandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tangeal 2 Januari 2024

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2024
SE AERAH KABUPATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 387



